
SALINAN

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAITUN 2A12

TENTANG

RE}TRIBUSIPENGUJIANKENDARAANBpRIvIoToR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : " m;;*yffi,J:l}: rff#1,-"-iig"d,:,l?lf$,,.uilfl*
trrgL"memberikan'jaminankeselamatanterhadap
p.tlgr.rran kendaraan bermotor di jalan ;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan

rasionalis."i p.*Uiay.urr y*ig dibutuhkan dalam pemberian

p*i*y"t r,. di ;ia;; ptt'gujiuo kendaraan bermotor serta

i.r"* rangka penyesualan ketentuan-ketentuan yang

mengatur t"rriutg rltribusi , daerah sehubungan dengan

berlakuny" Ut arrig-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang

Pajak Daerah dan i"tribusi Daerah' maka Peraturan Daerah

Kabupatenu"r".g*No*o,4Tahun2006tentangRetribusi
fengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;

C'bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan iruruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1 
H:ji::;yfffif;Hlffi-" xr"T 3##iff?ir'ffn:fi
Balangan Ai piouin"i Kaiimantan Selatan (Lembaran

Negara nepubtlt Indonesia Tahun 2003 Nomor 22'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a26s);

2,Undang-UndangNomor32Tatrun2oo4tentangPemerintahan
Daerah (Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125 T;t;an"Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 ;;;;;*ana telah aiubah kedua kali dengan

Undang-Urrd*r; N;;;t 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik mJ#esia Tahun 2OO8 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844\;

3. Undang-Und-ang Nomor 38 -Tahun 2OA4 tentang Jalan

(Lembaran N"'g;t" R;;'b[k Indonesia Tahun2Oo4 Nomor 132

TambahantembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorl32);



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahttn 2009 tentang Lalu,Lintas

dan Aigkutan "Ja1an (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

S.Undang-UndangNomor2STahun2oogtentangP4akDaerah
dan Retribusi flaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun

20t1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (LeLbaran Negara Republik Indonesia Tahun
21ll Nomor 82, Tambahln Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a)';

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun

lggg Nomor 5b Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3527\;

8. Peraturan PemerintahNomor 42 Tatrun 1993 tentang

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik

Ind'onesiaTalrunigg3Nomor63,TambahanLembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 3529);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan il Pengemudi (Lembaran Negara Re-publik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 3530) ;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang

Pedoman Pembinaal dan Pengawasan Penyeienggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negtta Republik Indonesia

Tahun20osNomor165Tambahanl,embaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a593);

].2.PeraturanPemerintahNomor34Tahun2006tentangJalan
(Lembaran Neg;; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86

Tambahan t eriUaran N.g** Republik Indonesia Nomor a655);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang

PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintatr'
PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahanDaerah
Kabupate"lflt" ll,"*U*t"' Negara Republik Indonesia Tahun

2oo1NomorS2Tambahan*LembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a7371;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tatacara

PemberianlnsentifdanPemanfaatanlnsentifPemungutan
PEakOa.ratrdanRetribusiDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Ta}un 2010 Nomor 119' Tambahan

lt embaran Negara Republik indonesia Nomor 5161);



l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 {ahun 2011

tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara
Repuulit Indonesia Tahun 2}ll Nomor 69a\;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah yang menj-adi. Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten 
-ealangan 

(Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02' Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008

tentang Pembentukan brganisasi Dan Tata Kerja Perangkat

DaerahKabupatenBalangan(LembaranDae.ratrKabupaten
Balangan Tairun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran
paeraL Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah,

terakhir aengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun zOLl
tentang peru6ahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

BatanganNomor03Tahun200stentangPembentukan
Orgariisasi Dan Tata Kerja Perangkat nqgtf Kabupaten

nJangan (Lembaran Oaeiah Kabupaten Balangan Tahun

2OLI Nomor 18);

l8.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun2oogtentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah (Lembaran Dlerah Kabupaten Bqlangan Tahun 2AA9

Nomor tb, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 55).

MenetaPkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWATilLAN RAKYAT DAERAH

I(ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEII{UTUSI{AN :

PERATuRANDAERAIITENTANGRETRIBUSIPENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2, pemerintahDaerah adalah PemerintahKabupaten Balangan'

3, Kepala Daerah adatah Bupati Balangan'

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau mod.al yang lerupakan kesatuan'

baik yang melakukan usaha ,irrrprrn yang .tidrk melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, p.;;;;; r.omrLaiter' perseroan lainnya, Badan



usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan

narna dan dalim bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasarr, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi iainnya, llmbaga, dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap'

5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor'

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekalik bempa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel'

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adal.ah serangkaian kegiatan menguji

d.anl atau memeriksa bagian-baglan kendaraan, kereta galdengan, kereta

tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan.

8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala

adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap

kendaraan, keieta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus'

g. Buku uji Berkala, adala]. tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang

berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor,

kereta gandengan, kereta tempelan atau kenda-raan khusus.

10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak*bunyrt riy" 8 (delapan) tempat duduk-tidak termasuk tempat duduk

pe,,ge*uai, baik dengan maupurr tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yallg dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

dengan *"upm tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi'

12. Mobil Barasg adalah setiap kendaraas bermotor selain dari yang termasuk

dalam sepeda motor, mobil penumparrg dan mobil bus'

13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untu| mengangkut

barang yang se-iuruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraaf,L bermotor'

14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk.mengangkut

barang yang dirancang untuk ditarik aan seragian bebannya ditumpu oleh

kendaraan bermotor PenariknYa'

15. Kendaraal Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor

untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang

penggunaannyaunluk keperluan khusus atau mengangkut barang - barang

khusus.

16. Jumlah berat yang d.iperbolehkan yang selanjutnya disingkat. JBB adalah

berat maksimum kend"araan bermotor nerit<ut muatannya yang diperbolehkan

menurut rancangannya.

lT.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya diseb-ut Retribusi adalah

pungutan aieiaft sebagai pembayaran _atas jasa pelayanln pengujian

kendaraan U"r.r.otor yan; diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang

pribadi atau badan 
- dJam rangka pemenuhan persyaratan layak jalan

kendaraan bermotor.

18.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan k.p..,fr.rgrtt dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan'

lg.Wajib Retribusi adalah orang pribadi _atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribu-si diwqiibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuf pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu'



2o.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
- - waktu bagr W4ib R"t.lbrrsi uniuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

d.ari Pemerintah Daerah yang bersangkutan'

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang seianjutnya disingkat.sKRD adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi'

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang seianjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

i"Jr5 kredit retribusi lebih blsar daripada retribusi yang terutang atau tidak

seharusnYa terutang.

23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD,. adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

24.Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang d.itentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

pada bank Yang telah ditetaPkan'

BAB II
NAMA, OBJIK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi

dengan nalna retribusi pengujian kendaraan bermotor'

Pasal 3

objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian

kendaraan u.rmotorl 
-termasuk 

kendaraan bermotor di air, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah oralg pribadi atau badan

yang *"*ggurrrkan- 
-AanTatau menikmati pelayanan pengujian kendaraan

t"rriotot yarrs diberikan Pemerintah Daerah'

BAB III
GOLONGAI{ RETRIBUSI

Retribusi Pengujian

Pasal 6

kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB TV

CARAMENGUKURTINGI(ATPENGGUI{AAI{JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diy\ur. berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

*""il*i aengan .lgB dan jenis/klasifikasi kendaraan'

5


